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implementasi kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat

masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

secara komprehensif implementasi kebijakan publik di Bali serta dampaknya terhadap

kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur Kata Kunci:

sistematis. Data dikumpulkan dari 25 artikel jurnal, prosiding, dan disertasi yang relevan kebijakan publik, kesejahteraan,
dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian implementasi kebijakan, Bali,
menunjukkan bahwa kebijakan publik di Bali yang berbasis kearifan lokal, kolaborasi tata kelola pemerintahan
pemerintah dan desa adat, serta partisipasi masyarakat cenderung memberikan dampak

positif terhadap kesejahteraan. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat administratif dan

top-down menunjukkan efektivitas yang terbatas. Penelitian ini menegaskan

pentingnya pendekatan kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan dalam implementasi

kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bali.

Abstract: Public policy implementation is a strategic governmental instrument for improving Keyword:

public welfare, particularly in regions with strong socio-cultural characteristics such as Bali  public policy, welfare, policy
Province. Various policies in health, social affairs, economy, tourism, and disaster implementation, bali, local
management have been implemented by the Balinese local government over the past two governance

decades. However, their effectiveness and impact on community welfare remain varied. This

study aims to comprehensively analyze the implementation of public policies in Bali and their

impact on public welfare using a qualitative approach based on a systematic literature

review. Data were collected from 25 journal articles, proceedings, and dissertations and

analyzed using content analysis techniques. The findings reveal that public policies grounded

in local wisdom, government-customary village collaboration, and community participation

tend to have a positive impact on welfare. In contrast, policies that are administrative and

top-down show limited effectiveness. This study highlights the importance of contextual,

participatory, and sustainable approaches in public policy implementation to enhance

community welfare in Bali.
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PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan fundamental dari penyelenggaraan pemerintahan
dan menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan publik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam
konteks negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen regulatif, tetapi juga sebagai sarana redistribusi sumber daya, perlindungan sosial, dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik menjadi fase
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krusial yang menentukan apakah tujuan normatif kebijakan dapat diwujudkan secara nyata dalam
kehidupan sosial masyarakat. Kegagalan implementasi sering kali menyebabkan kesenjangan antara
tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai, sehingga berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan
masyarakat.

Pada tingkat daerah, implementasi kebijakan publik memiliki kompleksitas yang lebih tinggi
karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan lokal. Provinsi Bali
merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik unik dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Struktur sosial masyarakat Bali yang kuat berbasis desa adat, nilai-nilai kearifan
lokal, serta ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor pariwisata menjadikan Bali sebagai
konteks yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan publik dan dampaknya terhadap
kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan publik telah diterapkan oleh pemerintah daerah Bali di
sektor kesehatan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan penanggulangan bencana, dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di Bali tidak dapat
dilepaskan dari faktor sosial budaya dan partisipasi masyarakat. Sumada dan Samudra (2023)
menegaskan bahwa kebijakan pencegahan HIV/AIDS di Bali menuntut pendekatan interdisipliner yang
melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga
oleh kemampuan implementor dalam memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat Bali. Hal ini
memperkuat pandangan bahwa implementasi kebijakan publik bersifat kontekstual dan tidak dapat
diseragamkan antarwilayah.

Di sektor kesehatan, kebijakan publik di Bali menunjukkan kecenderungan integratif antara
pendekatan modern dan tradisional. Kebijakan Pemerintah Daerah Bali dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap
layanan kesehatan yang sesuai dengan nilai budaya lokal (Widnyana et al., 2024). Selain itu, kebijakan
pelarangan iklan layanan kesehatan tradisional oleh praktisi tertentu diterapkan untuk melindungi
masyarakat dari praktik yang tidak bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan
(Widnyana & Winia, 2024). Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa
kesejahteraan masyarakat dipahami secara holistik, mencakup aspek fisik, sosial, dan budaya.

Pengalaman Bali dalam menangani pandemi Covid-19 juga memberikan gambaran penting
mengenai implementasi kebijakan publik berbasis kearifan lokal. Penanganan Covid-19 di Bali
melibatkan peran aktif desa adat melalui regulasi lokal seperti Pararem Gering Agung, yang
mengintegrasikan dimensi sekala dan niskala dalam kebijakan publik (Sari et al., 2022). Model
penanganan tersebut terbukti meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan
memperkuat solidaritas sosial. Studi Sukadana et al. (2022) dan Yudartha (2020) juga menunjukkan
bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan desa adat berkontribusi signifikan terhadap efektivitas
kebijakan penanggulangan pandemi dan perlindungan kesejahteraan masyarakat.

Selain sektor kesehatan, kebijakan publik di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial juga
memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali. Pemerintah daerah
telah mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat, seperti dana desa, Gerbang Sadu Mandara, dan Program Keluarga Harapan. Penelitian
Kalpika Sunu dan Utama (2019) menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap
penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten dan kota di
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Bali. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Sudana et al. (2019) yang menegaskan bahwa Program
Gerbang Sadu Mandara berkontribusi terhadap penguatan ekonomi desa dan peningkatan kualitas
hidup masyarakat penerima manfaat.

Namun demikian, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial tidak selalu menghasilkan dampak
yang optimal. Udayana dan Sukraaliawan (2022) menemukan bahwa kebijakan BLT-Dana Desa di Bali
meskipun efektif dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak pandemi, juga
menimbulkan potensi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Widanti dan Dewi (2022)
menambahkan bahwa implementasi kebijakan hibah dan bantuan sosial di tingkat kabupaten
menghadapi berbagai hambatan administratif dan koordinatif yang dapat mengurangi efektivitas
kebijakan dalam jangka panjang. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan
publik tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh tata kelola dan mekanisme
implementasinya.

Sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali juga menjadi fokus penting dalam kajian
implementasi kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan pariwisata massal
yang tidak berkelanjutan berpotensi menimbulkan tekanan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan
ekonomi. Salam et al. (2024) menegaskan bahwa kebijakan pariwisata di Bali perlu diarahkan pada
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta budaya.
Ketidakseimbangan dalam implementasi kebijakan pariwisata dapat berdampak negatif terhadap
kesejahteraan masyarakat lokal, terutama dalam jangka panjang.

Di bidang pertanian dan lingkungan, implementasi kebijakan publik di Bali juga menghadapi
tantangan serupa. Sahri (2024) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIMANTRI dan SIPADU
yang bertujuan mendorong pertanian berkelanjutan belum sepenuhnya mencapai keadilan distributif
dan keberlanjutan ekologis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan
dan realitas implementasi di lapangan. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi kebijakan
secara komprehensif agar kebijakan publik benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan implementasi kebijakan publik juga terlihat pada sektor transportasi publik.
Program Trans Sarbagita yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi
dan meningkatkan mobilitas masyarakat menghadapi berbagai kendala implementasi, seperti
keterbatasan infrastruktur dan rendahnya tingkat penggunaan layanan (Widhyastuti, 2016). Kondisi ini
menunjukkan bahwa kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dapat kehilangan efektivitasnya apabila tidak didukung oleh perencanaan dan implementasi yang
matang.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian terdahulu, terlihat bahwa implementasi kebijakan publik
di Bali menunjukkan hasil yang beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas
kelembagaan, partisipasi masyarakat, kearifan lokal, dan koordinasi antaraktor. Meskipun telah banyak
studi yang membahas kebijakan publik di Bali secara sektoral, masih terdapat keterbatasan penelitian
yang mengkaji implementasi kebijakan publik secara lintas sektor dan mengaitkannya secara
komprehensif dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar penelitian cenderung fokus pada satu
sektor atau satu jenis kebijakan tertentu, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai pola
implementasi kebijakan publik di Bali.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik di Bali
dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan sintesis lintas sektor.
Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan memperkaya kajian implementasi kebijakan publik
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dalam konteks daerah berbasis kearifan lokal, serta secara praktis memberikan rekomendasi bagi
pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan
berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan
kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali.

METODE PENELITIAN
Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur sistematis.
Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis secara komprehensif implementasi
kebijakan publik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali berdasarkan
temuan-temuan penelitian terdahulu. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami
secara mendalam pola, konteks, dan dinamika implementasi kebijakan publik lintas sektor tanpa
melakukan intervensi langsung di lapangan. Desain studi literatur sistematis digunakan untuk
mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan secara terstruktur dan transparan sehingga dapat
direplikasi oleh peneliti lain.

Ruang Lingkup dan Lokasi Kajian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup implementasi kebijakan publik di Provinsi Bali pada
berbagai sektor, meliputi kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, pariwisata, pertanian, transportasi,
dan penanggulangan bencana. Pemilihan Bali sebagai lokasi kajian didasarkan pada karakteristik daerah
yang memiliki struktur sosial berbasis desa adat, ketergantungan ekonomi pada pariwisata, serta
pengalaman kebijakan yang intensif dalam merespons krisis sosial dan kesehatan, khususnya selama
pandemi Covid-19. Kajian ini tidak membatasi analisis pada satu kabupaten atau kota, melainkan
mencakup kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dilaporkan dalam literatur.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian bersumber dari dokumen sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, prosiding
konferensi, dan disertasi yang telah dipublikasikan. Seluruh sumber data merupakan referensi yang
tercantum dalam daftar pustaka artikel ini dan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik implementasi
kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat. Proses pengumpulan data dilakukan melalui
penelusuran dan seleksi dokumen secara sistematis dengan kriteria inklusi sebagai berikut: (1)
membahas kebijakan publik atau implementasinya, (2) berfokus pada wilayah Bali atau relevan dengan
konteks kebijakan daerah, dan (3) memuat analisis dampak kebijakan terhadap kesejahteraan
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dokumen yang telah memenuhi kriteria inklusi kemudian dikompilasi dan diklasifikasikan
berdasarkan sektor kebijakan, jenis kebijakan, serta fokus kesejahteraan yang dibahas. Proses ini
bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang dianalisis memiliki keterkaitan langsung dengan
tujuan penelitian dan mendukung analisis lintas sektor.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan
untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola implementasi kebijakan, faktor pendukung dan
penghambat, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat sebagaimana dilaporkan
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dalam literatur. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) pembacaan mendalam seluruh
dokumen, (2) pengkodean tema berdasarkan sektor kebijakan dan dimensi kesejahteraan, (3)
pengelompokan temuan yang serupa, dan (4) sintesis hasil analisis untuk menarik kesimpulan secara
komprehensif.

Dalam proses analisis, peneliti tidak melakukan pengukuran kuantitatif atau pengujian statistik,
melainkan menekankan pada interpretasi temuan empiris yang telah disajikan dalam penelitian
terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil antarpenelitian dan
mengidentifikasi kecenderungan umum dalam implementasi kebijakan publik di Bali.

Keabsahan dan Kredibilitas Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan
membandingkan temuan dari berbagai penelitian yang membahas kebijakan serupa atau sektor yang
sama. Selain itu, konsistensi tema dan kesesuaian konteks juga digunakan sebagai dasar untuk menilai
kredibilitas temuan. Peneliti memastikan bahwa seluruh sitasi yang digunakan dalam analisis tersedia
dalam daftar pustaka dan bahwa interpretasi hasil tetap sesuai dengan konteks dan temuan asli
masing-masing penelitian.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan pada penggunaan data sekunder sehingga tidak menangkap
dinamika terbaru yang mungkin terjadi setelah publikasi sumber-sumber yang dianalisis. Selain itu, hasil
penelitian sangat bergantung pada kualitas dan cakupan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai
sumber data. Meskipun demikian, pendekatan studi literatur sistematis tetap relevan untuk
memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan publik dan dampaknya terhadap
kesejahteraan masyarakat di Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Implementasi Kebijakan Publik Lintas Sektor di Bali

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di Bali tersebar pada
berbagai sektor strategis, dengan dominasi pada sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi.
Kebijakan di sektor kesehatan, khususnya penanganan Covid-19 dan layanan kesehatan tradisional
terintegrasi, menunjukkan tingkat intensitas kajian yang tinggi karena keterlibatan langsung
masyarakat dan dampaknya yang segera terhadap kesejahteraan publik (Sari et al., 2022; Sukadana et
al., 2022; Widnyana et al., 2024). Kebijakan sosial dan ekonomi, seperti dana desa, bantuan sosial, dan
program pengentasan kemiskinan, juga banyak dikaji karena berkaitan langsung dengan ketahanan
ekonomi masyarakat (Kalpika Sunu & Utama, 2019; Sudana et al., 2019; Prayasta & Budhi, 2021). Tabel
1 menyajikan ringkasan sektor kebijakan publik yang dikaji dan implikasinya terhadap kesejahteraan
masyarakat di Bali.

Tabel 1. Sintesis Implementasi Kebijakan Publik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan
Masyarakat di Bali

Sektor Bentuk Kebijakan Dampak terhadap Sumber
Kebijakan Kesejahteraan
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Kesehatan Penanganan Covid-19 Peningkatan kepatuhan Sari et al. (2022); Sukadana
berbasis desa adat dan perlindungan sosial et al. (2022)

Kesehatan Integrasi layanan Akses layanan yang lebih Widnyana et al. (2024)
kesehatan tradisional inklusif

Sosial BLT-Dana Desa, Perlindungan ekonomi Udayana & Sukraaliawan
hibah daerah jangka pendek (2022); Widanti & Dewi

(2022)
Ekonomi Dana desa, GSM Penurunan kemiskinan dan  Kalpika Sunu & Utama
penguatan ekonomi lokal (2019); Sudana et al. (2019)

Pariwisata Pengelolaan Tantangan keberlanjutan Salam et al. (2024)
pariwisata massal kesejahteraan

Pertanian SIMANTRI dan Dampak terbatas terhadap  Sahri (2024)
SIPADU keadilan ekologis

Transportasi  Trans Sarbagita Efektivitas rendah dalam Widhyastuti (2016)

peningkatan mobilitas

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dampak kebijakan publik terhadap kesejahteraan
masyarakat bersifat sektoral dan sangat bergantung pada konteks implementasinya.

Distribusi Sektor Kebijakan Berdasarkan Literatur

Untuk memperkuat analisis, dilakukan pemetaan jumlah kajian berdasarkan sektor kebijakan
yvang diteliti. Diagram pada Gambar 1 menunjukkan distribusi sektor kebijakan publik yang paling
banyak dibahas dalam literatur terkait Bali. Diagram ini tidak merepresentasikan data statistik
lapangan, melainkan hasil klasifikasi empiris dari studi-studi yang dianalisis.

Distribution of Public Policy Sectors Reviewed in Bali

Number of Studies

‘ o & & XS
R ) - & 2 3
N & & R & {@\.
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& & & & & 8
9 2 @ <& A
< & P
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6-\\(, © Q
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Policy Sector

Gambar 1. Distribusi Sektor Kebijakan Publik yang Dikaji dalam Literatur Bali

Diagram tersebut menunjukkan bahwa sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial menjadi fokus
utama penelitian, mencerminkan urgensi kebijakan di bidang tersebut dalam menjaga stabilitas dan

kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masa krisis.

Efektivitas Kebijakan Berbasis Kearifan Lokal
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Salah satu temuan utama penelitian ini adalah tingginya efektivitas kebijakan publik yang
mengintegrasikan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat. Penanganan Covid-19 di Bali melalui desa
adat dan regulasi lokal seperti Pararem Gering Agung terbukti meningkatkan kepatuhan masyarakat
terhadap kebijakan kesehatan publik (Sari et al., 2022). Model ini memperkuat legitimasi kebijakan dan
meminimalkan resistensi sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yudartha (2020) yang
menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam memperkuat tata
kelola kebijakan.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam kebijakan kesehatan tradisional terintegrasi yang
menghargai nilai budaya masyarakat Bali sekaligus menjaga standar layanan kesehatan (Widnyana et
al., 2024). Implementasi kebijakan yang sensitif terhadap konteks budaya terbukti lebih mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Tantangan Implementasi

Di bidang kesejahteraan sosial, kebijakan bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan
memberikan dampak positif terhadap perlindungan ekonomi masyarakat, terutama dalam kondisi
krisis. Program dana desa dan GSM berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan
kualitas hidup masyarakat desa (Kalpika Sunu & Utama, 2019; Sudana et al., 2019). Program Keluarga
Harapan juga terbukti efektif menurunkan tingkat kemiskinan rumah tangga selama pandemi Covid-
19 (Prayasta & Budhi, 2021).

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan adanya tantangan implementasi, seperti
potensi ketergantungan penerima manfaat dan hambatan administratif (Udayana & Sukraaliawan,
2022; Widanti & Dewi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dampak kebijakan
kesejahteraan sangat bergantung pada mekanisme pengawasan dan pemberdayaan masyarakat.

Keterbatasan Kebijakan Sektoral dan Implikasi Kebijakan

Kebijakan di sektor pariwisata, pertanian, dan transportasi menunjukkan efektivitas yang relatif
lebih rendah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Pengelolaan pariwisata
massal yang belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan berpotensi menimbulkan tekanan
lingkungan dan ketimpangan ekonomi (Salam et al., 2024). Kebijakan pertanian berkelanjutan melalui
SIMANTRI dan SIPADU juga belum sepenuhnya mencapai tujuan keadilan ekologis dan kesejahteraan
petani (Sahri, 2024). Sementara itu, kebijakan transportasi publik Trans Sarbagita menghadapi kendala
implementasi yang membatasi manfaatnya bagi masyarakat luas (Widhyastuti, 2016).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di Bali
memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap kesejahteraan masyarakat, tergantung pada tingkat
partisipasi masyarakat, sensitivitas budaya, dan kapasitas kelembagaan. Temuan ini menegaskan
bahwa kebijakan publik yang efektif memerlukan pendekatan kolaboratif dan adaptif agar mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik di Provinsi Bali memberikan
dampak yang signifikan namun beragam terhadap kesejahteraan masyarakat, tergantung pada sektor
kebijakan, pendekatan implementasi, serta konteks sosial budaya yang melingkupinya. Kebijakan
publik di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi menunjukkan kontribusi positif yang
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relatif lebih kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama ketika kebijakan tersebut
mengintegrasikan kearifan lokal, melibatkan partisipasi masyarakat, dan didukung oleh kolaborasi
antara pemerintah daerah dan institusi desa adat. Penanganan Covid-19 berbasis desa adat, integrasi
layanan kesehatan tradisional, serta program dana desa dan pengentasan kemiskinan menjadi contoh
kebijakan yang mampu meningkatkan perlindungan sosial dan ketahanan masyarakat.

Sebaliknya, kebijakan di sektor pariwisata, pertanian, dan transportasi publik menunjukkan
efektivitas yang lebih terbatas dalam meningkatkan kesejahteraan secara langsung. Keterbatasan
tersebut terutama disebabkan oleh lemahnya keberlanjutan kebijakan, tantangan koordinasi
kelembagaan, serta rendahnya tingkat adopsi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan dan alokasi anggaran,
tetapi juga oleh kapasitas implementor, sensitivitas terhadap konteks lokal, dan mekanisme partisipatif
yang inklusif.

Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kebijakan publik yang
kontekstual, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di Bali. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperkuat analisis dengan data empiris
lapangan guna memperdalam pemahaman hubungan antara implementasi kebijakan dan indikator
kesejahteraan masyarakat.
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